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KATA PENGANTAR

Berdasarkan Tap. MPR Nomor: XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan
Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, telah diterbitkan Inpres Nomor 7 Tahun
1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mengamanatkan agar
setiap unit kerja instansi pemerintah mulai eselon Il ke atas menyusun laporan
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Kementerian Negara / Lembaga / Pemerintah Daerah menyelenggarakan
Evaluasi dan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP) sesuai yang diamanatkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Sebagai implementasi telah
disusun dokumen Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat Dlrektorat Jenderal
Perhubungan Laut Tahun 2024 yang diperlukan sebagai acuan penyelenggaraan
program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024

Rencana Kinerja Tahunan memuat beberapa indikator kinerja serta target
yang ditetapkan dan diperlukan sebagai tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan
pemerintah di bidang perhubungan khususnya sub sektor transportasi laut yang

disusun pada saat setelah menerima alokasi anggaran.

Jepara, 29 Dsember 2023
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RENCANA KERJA TAHUNAN TAHUN 2024
KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN
KELAS Il JEPARA

No Sasaran Program / Indikator Kinerja Satuan Target
Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5)
SK.1 Meningkatnya kinerja IKK.1 Waiting time (waktu Jam 1
operasional pelabuhan tunggu) kapal
dalam rangka
pemenuhan standar IKK.2 Waktu efektif (ET:BT) % 50
kinerja yang ditetapkan
IKK.3 Prosentase tingkat % 70
penggunaan dermaga
(BOR)
IKK 4 Tingkat produktivitas % 70
kerja (T/G/J; B/C/H)
SK.2 Meningkatnya IKK.5 Jumlah Muatan angkutan
produktivitas arus Laut Penumpang
penumpang dan barang 1) Perintis Penumpang 100
2) Non Perintis Penumpang 165.000
IKK.6 Jumlah muatan angkutan
laut barang
a) General Cargo Ton/M3 5.900
b) Curah Ton/M3 12.950.000
IKK.7 Jumlah voyage angkutan Voyage 8
laut perintis
IKK.8 Jumlah Kunjungan Kapal Kegiatan 1275
SK.3 Meningkatnya kinerja IKK.9 Pelaksanaan pemeriksaan Kegiatan 5
kegiatan pengawasan, dan verifikasi ISPS Code
pemeriksaan, dan . .
kegiatan lainnya dalam IKK.10 | Pelaksanaan penertllba.n Kegiatan 650
rangka keselamatan dan olah gerak kapal /shifting
keamanan di lingkungan dan penundaan kapal
kerja pelabuhan perairan dan alur
pelayaran di pelabuhan
(surat persetujuan)
IKK.11 | Pelaksanaan patroli di Kegiatan 144
perairan Pelabuhan
IKK.12 | Pengawasan kegiatan Kegiatan 40
bunker
IKK.13 | Jumlah kapal dalam Unit 1
pemeliharaan dan docking
kapal negara
IKK.14 | Pengawasan salvage Kegiatan 5
/pekerjaan bawah air




IKK.15

Pengawasan pengelasan
di Wilayah DLKp dan DLKr

Kegiatan

IKK.16

pengawasan dan
penertiban

kendaraan keluar masuk
pelabuhan

Kendaraan

14.500

IKK.17

Pengawasan terhadap
embarkasi/debarkasi kapal
penumpang

Kegiatan

600

SK.4

Meningkatnya jumlah
sertifikat kelaiklautan
kapal yang dikeluarkan
oleh kantor UPP

IKK.18

Penerbitan sertifikat
keselamatan baru

Sertifikat

30

IKU.19

Penerbitan perpanjangan
sertifikat kapal

Sertifikat

30

IKU.20

Pengukuran kapal secara
dalam negeri

Unit

250

IKK.21

Pembuatan akte
pendaftaran kapal

Akte

IKK.22

Pembuatan akte balik
nama kapal

Akte

IKK.23

Pembuatan pas besar

Laporan

IKK.24

Hipotik kapal

Laporan

IKK.25

Pengawasan dan
pengesahan sertifikat
Inflatable Life Raft (ILR)

Kegiatan

IKK.26

Pengawasan dan
pengesahan
sertifikat Pemadam
kebakaran

Kegiatan

SK.5

Meningkatnya jumlah
dokumen awak kapal
yang dikeluarkan oleh
kantor UPP

IKK.27

Penerbitan dokumen
penyijilan awak kapal

Dokumen

75

IKK.28

Penerbitan/pembuatan
dokumen perjanjian kerja
laut (PKL)

Dokumen

75

IKK.29

Surat Keterangan Masa
Berlayar

Surat

IKK.30

Perpanjangan buku
pelaut

Buku

10

IKK.31

Penerbitan Sertifikat
Pengawakan Kapal

Dokumen

10

SK.6

Meningkatnya pelayanan
dalam penerbitan surat
persetujuan berlayar

IKK.32

Surat Persetujuan
Berlayar

Surat

1.275

IKU.33

Pemeriksaan
pemenuhan
persyaratan
kelaiklautan kapal

Kegiatan

1.275

SK.7

Meningkatnya pelayanan
dan kegiatan pengawasan
perlindungan lingkungan

maritim

IKK.34

Penerbitan sertifikat
marine
Pollution (MARPOL)

Sertifikat

25




IKK.35 | Pengawasan kegiatan Kegiatan 180
bongkar muat barang
berbahaya
SK.8 Meningkatnya IKK.36 | Jumlah Pengadaan unit/paket 1
penyediaan kebutuhan peralatan, suku cadang,
operasional bagi kapal alat fungsional,
negara comaliwant, kelengkapan
solas untuk kapal negara.
IKK.37 | Jumlah pengadaan BBM ton 34.250
untuk operasional kapal
negara
SK.9 Meningkatnya IKK.38 | Luasbangunanyang M2 1.752,25
pemenuhan kebutuhan dibangun/dipelihara
sarana dan prasarana
SK.10 | Tersedianya SDM KUPP IKK.39 | Jumlah SDM yang Orang 22
yang Kompeten dan mengikuti Diklat/Bimtek
Profesional di bidang KUPP
SK.11 | Tersedianya Informasi IKK.40 | Jumlah Sistem & sistem 5
yang valid, handal dan Informasi di lingkungan
mudah diakses di Lingkup KUPP
KUPP IKK.41 | Persepsi publik terkait Nilai 4
pelayanan informasi di
KUPP (skala like 1-5)
SK.12 | Terwujudnya good IKK.42 | Jumlah Dokumen SAKIP Dokumen 5
governance dan clean yang disusun
government di KUPP
SK.13 | Terkelolanya Keuangan IKK.43 | Prosentaqse penyerapan % 96
Secara Optimal anggaran KUPP
IKK.44 | Nilai BMN Rp 59.765.711.000,-
IKK.45 | Target PNBP Rp 12.349.640.000,-
Kegiatan Anggaran
1. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Laut Rp. 36.800.000,-
2. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Laut Rp. 1.137.804.000,-
3. Penunjang Teknis Transportasi Laut Rp. 322.603.000,-

Rp, 6.334.912.000.-
Rp. 7.832.128.000,-

4. Pengelolaan Perencanaan Keuangan BMN dan Umum Transportasi Laut
Jumlah

Terbilang : “Tujuh milyar delapan ratus tiga puluh dua juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah”

Jepara, 29 Desember 2023
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